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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa   

karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada         

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 

Anggaran 2021.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku tahun 2021 ini merupakan 

pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai 

sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, serta 

menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, 

serta masalah dan solusi yang diambil BPBD Provinsi Maluku dalam 

Tahun Anggaran 2021.  

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak  terkait serta tidak luput 

dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak 

sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa 

yang akan datang. 

Akhirnya disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP BPBD Provinsi 

Maluku tahun 2021 ini. 

 

Ambon,       Maret 2022 

Kepala Pelaksana BPBD 
Provinsi Maluku, 
 
 
 
 

HENRI M. FAR FAR, SH, MH 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19620707 199211 1 001 
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P 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

enyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good 

Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita 

berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, 

jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, 

bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean 

government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan 

citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka 

itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindaklanjutnya diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.    

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan 

implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi 

dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat 
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menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah serta mewujudkan good governance. 

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka 

pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu 

adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan 

pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk 

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara 

tertulis, periodik dan melembaga, dan dalam perspektif yang luas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai 

media dan wahana pertanggungjawaban kepada publik atas 

penyelenggaraan pemerintahan.    

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengomunikasikan 

capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang 

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat 

pertanggungjawabkan kinerja dan keuangan serta menggambarkan 

keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi 

pemecahan masalah yang diambil intansi yang bersangkutan. 

Hal tersebut, menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah 

akuntabel; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara 

efisien, efektif dan responsif  terhadap aspirasi masyarakat dan 
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lingkungannya; (3) Mewujudkan transparansi instansi pemerintah; (4) 

Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional; serta (5) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah.   

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, 

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan 

reviu dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja 

menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang 

dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku berkewajiban 

untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 

2021 atas pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 2019-2024. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi  

1.  Tugas : 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur 

Maluku Nomor 27 Tahun 2016 pada Pasal 21 disebutkan bahwa 

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu 
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Gubernur dalam melaksanakan sub urusan bencana serta tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

 

2. Fungsi : 

Dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 

2016 disebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Maluku menyelenggarakan fungsi : 

a. Melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah 

lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan 

memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dan ketentuan perundang-undangan. 

b. Pengomandoan, melalui perangkat SDM, peralatan dan logistik  

instansi  terkait, instansi vertikal  yang di daerah dalam rangka 

penanganan Darurat Bencana. 

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan Bencana 

secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di 

daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan 

memperhatikan  kebijakan penyelenggaraan penanggulangan 

Bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Perumusan program di bidang Penanggulangan Bencana sesuai 

rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 

e. Penyiapan penyusunan kebijakan Pedoman Penanggulangan 

Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, Penanganan 

Darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan merata; 

f. Perencanaan standarisasi dan kebutuhan Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan; 

g. Penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi Peta Rawan 

Bencana; 

h. Penyiapan Penyusunan Prosedur tetap Penanggulangan Bencana; 
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i. Penyiapan Pelaporan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

dalam Kondis normal maupun dalam bentuk kondisi Darurat 

Bencana; 

j. Penyelenggaraan Administrasi Penanggulangan Bencana; 

k. Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan 

Bencana; 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

3.  Susunan Organisasi : 

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 

Tahun 2016, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari : 

1) Seksi Pencegahan; dan  

2) Seksi Kesiapsiagaan. 

3) Sub Bagian Kepegawaian Setda 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : 

1) Seksi Kedaruratan; dan 

2) Seksi Logistik. 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : 

3) Seksi Rehabilitasi; dan 

4) Seksi Rekonstruksi. 

5) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan 

6) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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C. Maksud dan Tujuan 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih 

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi 

Pemerintah menuju tercapainya kepemerintahan yang baik, maka Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku sebagai salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini 

sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka 

diri (transparance) atas setiap informasi program/kegiatan yang 

dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 

merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, 

berwibawa, legitimate, bertanggung jawab.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Maluku Tahun 2021 memiliki maksud dan tujuan sebagai 

berikut: 

 

1. Maksud 

Maksud penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 

Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur 

Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja 

tentang capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Maluku yang telah diperjanjikan di dalam Dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang didalamnya memuat 

keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta 

upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama 

tahun 2021. 
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2. Tujuan 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

D. Permasalahan 

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, maka permasalahan 

utama atau isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan 

penanganan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah : 

1. Keterbatasan dana akibat refocusing dan/atau rasionalisasi 

anggaran sehingga pencapaian kinerja belum optimal; 

2. Masih kurang dan terbatasnya ASN untuk mengisi jabatan 

fungsional umum pada masing-masing bidang dan atau bagian; 

3. kejadian darurat bencana non alam penyebaran virus corona 

desease 2019 (Covid-19) sejak Maret 2020 hingga akhir tahun 2021 

dan diprediksi masih akan berlanjut beberapa tahun kedepan. Hal 

ini berpengaruh pada capaian program/kegiatan/sub kegiatan 

penunjang tujuan dan sasaran kinerja kurang berjalan optimal. 

Selain itu, BPBD Provinsi Maluku terlibat dalam Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku bersama perangkat daerah 

yang lain. Sedangkan Seluruh pegawai ASN dan Non ASN terlibat 

langsung dalam Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

Provinsi Maluku.  

 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021, 

sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 
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Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, 

tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, maksud dan 

tujuan, permasalahan utama serta sistematika penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021. 

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana 

Stratejik dan Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil 

pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun 

analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021. 

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang 

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2021 berdasarkan pada analisis pencapaian 

kinerja yang ada.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021. 
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D 

BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

alam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) 

tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan 

strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen 

Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.  

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Provinsi Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. 

Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan 

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau 

mungkin timbul, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan 

program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaannya. 

Merujuk pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang termuat 

dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yakni :  

 

 

 

 

 

Visi diatas dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Daerah 

Provinsi Maluku yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 

2019-2024, yakni : 

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, 

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan 

Kepulauan” 
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1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan 

terjangkau; 

3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 

4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 

5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; 

6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri 

dan berprestasi. 

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi diatas, Maka Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, menetapkan Tujuan 

dan Sasaran serta Stategi dan Arah Kebijakan yang termuat dalam 

Renstra BPBD Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024. 

 

1. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

1. Meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam upaya 

pengurangan risiko bencana. 

2. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kualitas sumber daya 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

b. Sasaran 

1. Menurunnya indeks risiko bencana, dengan penjabarannnya 

sebagai berikut : 

a. Meningkatnya penguatan kebijakan dan kapasitas 

kelembagaan penanggulangan bencana. 

b. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan 

menghadapi bencana. 

c. Meningkatnya percepatan penanganan darurat dan 

manajemen logistikdan peralatan penanggulangan bencana. 

d. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana. 

2. Meningkatnya kapasitas aparatur, sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 



 LKIP – BPBD Provinsi Maluku Tahun 2021                                                                                                                                                11 
 

2. Strategi dan Arah Kebijakan 

a. Strategi 

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

2. Memperkuat regulasi dan mekanisme pendukung 

penyelenggaran penanggulangan bencana; 

3. Meningkatkan  layanan sistem informasi dan komunikasi 

penanggulangan bencana; 

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 

5. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan 

sektor swasta; 

6. Membangun  sistem peringatan dini bencana klimatologi dan 

oceanografi di kawasan risiko bencana; 

7. Meningkatkan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya 

dalam penanganan darurat bencana; 

8. Menyediakan, mengelola dan mendistribusikan logistik dan 

peralatan saat darurat bencana; 

9. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat 

bencana; 

10. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social 

ekonomi di wilayah pasca bencana; 

11. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana 

fisik di wilayah pasca bencana; 

12. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pasca 

bencana; 

13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana  

serta kinerja dan kompetensi aparatur yang profesional; 

b. Arah Kebijakan  

1. Penyelenggaraan rapat dan forum koordinasi bidang 

penanggulangan bencana; 
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2. Penyusunan regulasi, mekanisme dan dokumen pendukung 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

3. Penguatan kapasitas Pusdalops Penanggulangan Bencana; 

4. Sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap pengurangan 

risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; 

5. Pembentukan dan pengembangan forum/komunitas serta 

kemitraan dalam penanggulangan bencana; 

6. Pemasangan, pengujian dan sosialisasi sistem peringatan dini 

bencana di kawasan risiko bencana; 

7. Respon cepat dalam rangka Penyelamatan, pertolongan dan 

evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar; 

8. Manajemen penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian 

logistik dan peralatan darurat bencana; 

9. Pelatihan teknis penanganan darurat bencana; 

10. Pemberdayaan dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat 

pasca bencana; 

11. Pembangunan kembali Infrastruktur yang rusak akibat 

bencana; 

12. Kajian/Workshop/Pelatihan teknis pasca bencana; 

13. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

serta kinerja dan kompetensi aparatur yang profesional; 

 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Maluku Tahun 2021 merupakan 

proses penetapan kinerja tahun 2021 beserta indikator kinerjanya dan 

target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

BPBD Provinsi Maluku 2019-2024.  

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Kinerja BPBD Provinsi 

Maluku, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 
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 Tabel 2.1 
Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Maluku  

No Tujuan Sasaran 

1 Meningkatkan ketangguhan 

daerah dalam upaya pengurangan 
risiko bencana 

1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Menurunnya indeks risiko bencana : 

a. Meningkatnya penguatan kebijakan 
dan kapasitas kelembagaan 
penanggulangan bencana; 

b. Meningkatnya upaya pencegahan dan 
kesiapsiagaan menghadapi bencana; 

c. Meningkatnya percepatan penanganan 
darurat dan manajemen logistikdan 
peralatan penanggulangan bencana; 

d. Meningkatnya penanganan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana 

2 Meningkatnya kapasitas aparatur, 

sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan penanggulangan 

bencana 

1 Meningkatnya kapasitas aparatur, sarana 

dan prasarana dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 

 

Guna pencapain tujuan dan sasaran diatas, maka dikonkritkan 

dalam sasaran strategis dan indikator kinerjanya serta target capaian 

yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi 

Maluku Tahun 2021, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya penguatan 
kebijakan dan kelembagaan 

penanggulangan bencana 

Persentase penguatan kebijakan 
dan kapasitas kelembagaan 

penanggulangan bencana 

100% 

2 Meningkatnya upaya pencegahan 
dan kesiapsiagaan menghadapi 

bencana 

Tingkat pencegahan dan 
kesiapsiagaan menghadapi bencana 

100% 

3  Meningkatnya percepatan 
penanganan darurat dan 

manajemen logistik serta peralatan 
penanggulangan bencana 

Tingkat penanganan darurat 
Bencana 

100% 
 

Ketersediaan logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana 

55% 

4 Meningkatnya penanganan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana 

Tingkat pemulihan pasca bencana 100% 

5 Meningkatnya kapasitas aparatur, 

sarana dan prasarana dalam tata 
kelola pemerintahan yang baik 

Tingkat pemenuhan operasional 

kantor 

100% 

Tingkat pemenuhan sarana dan 
prasarana aparatur 

100% 

Persentase peningkatan disiplin 
aparatur 

100% 

Persentase peningkatan kompetensi 
sumberdaya aparatur 

100% 
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P 

BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

A. Capaian Kinerja  

engukuran capaian kinerja oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Provinsi Maluku pada Tahun 2021 dilakukan pada 

saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan 

realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPBD Provinsi 

Maluku Tahun 2021. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui 

selisih  kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk 

peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja 

sasaran BPBD Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat 

kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1.  Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 >90 Sangat Memuaskan 

2 >80 – 90 Memuaskan 

3 >70 – 80 Sangat Baik 

4 >60 – 70 Baik 

5 >50 – 60 Cukup 

6 >30 – 50 Kurang 

7 0 – 30 Sangat Kurang 
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Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai 

oleh BPBD Provinsi Maluku pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

    

 

 

Sasaran strategis ini merupakan pejabaran dari Sasaran 

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana” guna mencapai Tujuan 

“Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko 

Bencana” dan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah 

ke-3 “Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”. 

Hasil pengukuran sasaran “Meningkatnya Penguatan Kebijakan 

dan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana”, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Capaian Sasaran Meningkatnya Penguatan Kebijakan dan Kapasitas 
Kelembagaan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 Persentase penguatan kebijakan 

dan kapasitas kelembagaan 
penanggulangan bencana 

100,00% 100% 100 

Rata-Rata Capaian Kinerja 100 

 

Tabel 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1  

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

No Indikator Kinerja 
2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Persentase penguatan 
kebijakan dan kapasitas 
kelembagaan 
penanggulangan bencana 

60,00% 93,75% 100% 100% 

 
Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, terlihat bahwa target 

kinerja untuk indikator “Persentase penguatan kebijakan dan kapastitas 

kelembagaan penanggulangan bencana” adalah 100%. Sedangkan realisasi 

kinerja adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi kinerja sesuai 

Meningkatnya Penguatan Kebijakan dan Kapasitas 
Kelembagaan Penanggulangan Bencana 

SASARAN 1 
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dengan target yang ditetapkan. dengan demikian rata-rata capaian kinerja 

adalah sebesar 100% atau dapat dinyatakan “sangat memuaskan” 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase penguatan 

kebijakan dan kapastitas kelembagaan penanggulangan bencana” 

disebabkan oleh adanya dukungan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang 

dilaksakanan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Penguatan 

Kebijakan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana”. 

Pencapaian Realisasi kinerja diatas diperoleh dari jumlah kemajuan 

dokumen kebencanaan yang disusun sebanyak 3 (tiga) dokumen yakni 

dokumen Kajian Risiko Bencana, dokumen Rencana Kontijensi Gempabumi 

dan Tsunami,  dokumen Rencana Kontijensi Banjir dan Tanah Longsor, 

dibagi jumlah dokumen kebencanan yang menjadi target yakni 3 (tiga) 

dokumen kebencanan yang disusun di tahun 2021 sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas. Selain itu  capaian sasaran kinerja ini juga ditunjang 

dengan adanya pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi, 

pelatihan Kajian Kebutuhan Pascabenca (JITUPASNA), Kemitraan dengan 

lembaga/instansi/organisasi peduli bencana, pengembangan sistem 

informasi kebencanaan berbasis website dan aplikasi berbasis android.  

Capaian kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan 

dari pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan sub kegiatan 

penunjang adalah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi. Kegiatan 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan Sub 

Kegiatan adalah 1) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana; 2) Penyusunan Rencana Kontijensi. Kegiatan Penataan Sistem 

Dasar Penanggulangan Bencana, dengan Sub Kegiatan penunjang adalah 1) 

Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; 2) Kerjasama Antar 

Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, 3) Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan. 

Untuk itu, guna pencapaian kinerja yang lebih efisien dan efektif 

ditahun-tahun mendatang perlu didukung dengan : 
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1) Ketersediaan anggaran pada program/kegiatan/Sub Kegiatan 

penunjang pencapaian sasaran 1 : “Meningkatnya Penguatan Kebijakan 

dan Kapasitas Penanggulangan Bencana”; dan  

2) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pencapaian sasaran 1 : 

“Meningkatnya Penguatan Kebijakan dan Kapasitas Penanggulangan 

Bencana”.  

3) Ketersediaan sumberdaya aparatur yang kompeten untuk mendukung 

pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pencapaian 

sasaran 1:  “Meningkatnya Penguatan Kebijakan dan Kapasitas 

Penanggulangan Bencana”. 

Berikut adalah tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang 

Sasaran 1 beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2021. 

Tabel 3.4 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya 

Kapasitas Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

I 
Program Penanggulangan 
Bencana 

1.066.000.000,-  
 

891.523.230,-  
 

83,63 

A 
Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana 

150.000.000,- 95.415.000,- 63,61 

1 
Penyusunan Kajian Risiko 
Bencana Provinsi 

150.000.000,- 95.415.000,- 63,61 

B 
Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana 

300.000.000,- 254.443.530,- 84,81 

1 
Pengembangan Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

150.000.000,- 125.641.820,- 83,76 

2 
Penyusunan Rencana 
Kontinjensi 

150.000.000,- 128.801.710,- 85,87 

C 
Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

765.200.000,- 680.561.500,- 88,94 

1 
Penguatan Kelembagaan 
Penanggulangan Bencana 

366.000.000,- 339.666.400,- 92,81 

2 
Kerjasama Antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

150.000.000,- 110.941.800,- 73,96 

3 
Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Sistem Informasi 
Kebencanaan 

100.000.000,- 91.056.100,- 91,06 

T O T A L 
1.066.000.000,-  

 
891.523.230,- 83,63 
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Berdasarakan data realisasi anggaran (83,63%) dan rata-rata 

capaian kinerja Sasaran (100%), dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai 

output kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan penunjang Sasaran 1, 

BPBD Provinsi Maluku telah melakukan efesiensi anggaran sebesar 

Rp.174.476.770,- atau 16,37% dari total anggaran yang telah dialokasikan 

oleh Pemerintah Provinsi Maluku. 

 

 

 

Sasaran strategis ini merupakan pejabaran dari Sasaran 

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana” guna mencapai Tujuan 

“Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko 

Bencana” dan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah 

ke-3 “Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”. 

Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatnya Upaya Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana” di Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.5 

Capaian Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Menghadapi Bencana Tahun 2021 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 Tingkat pencegahan dan 

Kesiapsiagaan menghadapi 
bencana 

100% 100% 100 

Rata-Rata Capaian Kinerja 100 

 

 

Tabel 3.6 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2  

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

No Indikator Kinerja 
2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Tingkat pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

27,27% 

 

 

71,76% 100% 

 

 

100% 

 

Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Menghadapi Bencana 

SASARAN 2 
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Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, terlihat bahwa target 

kinerja untuk indikator “Tingkat pencegahan dan Kesiapsiagaan 

menghadapi bencana” adalah 100%. Sedangkan realisasi kinerja adalah 

100%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi kinerja sesuai dengan target 

yang ditetapkan. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 

100% atau dapat dinyatakan “sangat memuaskan”. 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase tingkat 

pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana” dikarenakan 

dukungan dari pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang 

dilaksakanan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Upaya 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana”. 

Pencapaian Realisasi kinerja diatas diperoleh dari jumlah 

kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana yakni di 

semua kabupaten/kota yang ada diwilayah Provinsi Maluku yakni 11 

(sebelas) kabupaten/kota. 

Capaian kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan 

dari pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan sub kegiatan 

penunjang adalah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat 

Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Ambon. Kegiatan 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan Sub 

Kegiatan adalah 1) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Bencana tersebar di 11 kabupaten/kota; 2) Pengelolaan 

Risiko Bencana di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon; dan 3) 

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bencana di Kota Ambon.  

Untuk itu, guna pencapaian kinerja yang lebih efisien dan efektif 

ditahun-tahun mendatang perlu didukung dengan : 

1) Alokasi anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana di 

11 kabupaten/kota 
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2) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan dan 

kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti sistem peringatan dini 

bencana, dll. 

 

Berikut adalah tabel Program/Kegiatan penunjang Sasaran 2 

beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2021. 

Tabel 3.7 

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

Menghadapi Bencana Tahun 2021 
 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

I Program Penanggulangan 
Bencana 

1.882.439.000,- 1.600.298.260,- 85,01 

A 
Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana 

300.000.000,- 274.790.800,- 91,60 

1 
Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 

300.000.000,- 274.790.800,- 91,60 

B 

Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana 

1.582.439.000,- 1.325.507.460,- 83,76 

1 

Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana Kesiapsiagaan 
Bencana 

250.000.000,- 218.800.760,- 87,52 

2 
 
 

Pengelolaan Risiko Bencana 1.120.000.000,- 936.599.900 87,52 

3 
Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan Bencana 

212.439.000,- 170.106.800,- 80,07 

T O T A L 1.882.439.000,- 1.600.298.260,- 85,01 

 

Berdasarkan data realisasi anggaran (85,01%) dan rata-rata capaian 

kinerja Sasaran (100%), dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai output 

kinerja program/kegiatan penunjang Sasaran 2, BPBD Provinsi Maluku 

telah melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.282.140.740,- atau 14,99% 

dari total anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku. 
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Sasaran strategis ini merupakan pejabaran dari Sasaran 

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana” guna mencapai Tujuan 

“Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko 

Bencana” dan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah 

ke-3 “Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”. 

Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatnya Percepatan 

Penanganan Darurat dan Manajemen Logistik serta Peralatan 

Penanggulangan Bencana” oleh Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.8 

Capaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Penanganan Darurat dan 
Manajemen Logistik serta Peralatan Penanggulangan Bencana  

Tahun 2021 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 Tingkat Penanganan Darurat 

Bencana  

100% 100% 100 

2 Tingkat Ketersediaan Logistik dan 
Peralatan Penanggulangan Bencana 

55% 39,29% 71,43 

Rata-Rata Capaian Kinerja 85,71 

 
 

Tabel 3.9 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3  

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

No Indikator Kinerja 
2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Tingkat Penanganan 
Darurat Bencana  

 

100% 

 

116,27% 

100% 100% 

2 Tingkat Ketersediaan 
Logistik dan Peralatan 
Penanggulangan Bencana 

39,29% 71,43% 

 

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, terlihat bahwa target 

kinerja untuk indikator “Tingkat Penanganan Darurat Bencana” adalah 

100% dengan realisasi kinerja adalah 100%, menunjukan bahwa realisasi 

Meningkatnya Percepatan Penanganan Darurat dan 
Manajemen Logistik serta Peralatan Penanggulangan 
Bencana 

SASARAN 3 
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kinerja sesuai target. Sedangkan target kinerja untuk indikator “Tingkat 

Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana” adalah 55% 

dengan realisasi kinerja adalah 39,29%, menunjukan bahwa realisasi 

kinerja dibawah target yang ditetapkan. Dengan demikian rata-rata capaian 

kinerja adalah mencapai 85,71% atau dapat dinyatakan “memuaskan” 

Keberhasilan pencapaian kinerja dari “Tingkat Penanganan Darurat 

Bencana” dan “Tingkat Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan 

Bencana” dikarenakan dukungan dari pelaksanaan program/kegiatan/Sub 

Kegiatan yang dilaksakanan untuk mencapai sasaran strategis 

“Meningkatnya Percepatan Penanganan Darurat dan Manajemen Logistik 

serta Peralatan Penanggulangan Bencana” . 

Capaian indikator “Tingkat Penanganan Darurat Bencana” diperoleh 

dari jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan kejadian 

bencana dibagi jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku dikali 

seratus persen. Sedangkan pencapaian Realisasi kinerja “Tingkat 

Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana” diperoleh 

dari jumlah logistik dan peralatan yang disediakan dibagi jumlah yang 

seharusnya diadakan dikali lima puluh lima persen.  

Capaian kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan 

dari pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari 

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan 

sub kegiatan penunjang adalah 1) Respon Cepat Penanganan Darurat 

Bencana berupa pendampingan penanganan kejadian bencana alam 

maupun bencana non alam Covid-19 yang tersebar di 11 (sebelas) 

Kabupaten/Kota. 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana melalui penyediaan (bufferstock) logistik/peralatan 

sebanyak 7 (tujuh) jenis barang. Dari jumlah yang ditetapkan hanya dapat 

diadakan sebanyak 5 (lima) jenis barang berupa terpal, karung, cangkul, 

linggis, sekop. Sedangkan 2 (dua) jenis barang berupa family kit dan selimut 

tidak dapat diadakan karena terjadi kesalahan akun belanja dalam 

penginputan SIPD yang terimplementasi dalam DPA-SKPD BPBD Provinsi 

Maluku Tahun Anggaran 2021. 
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Untuk pencapaian kinerja yang lebih efisien dan efektif ditahun-

tahun mendatang perlu didukung dengan : 

1) Penambahan alokasi anggaran pada sub kegiatan respon cepat 

penanganan darurat bencana, termasuk penanganan darurat bencana 

non alam; 

2) Ketersediaan logistik dan peralatan sebagai bufferstock penanganan 

kejadian bencana perlu dioptimalkan untuk mendukung percepatan 

penanganan kejadian dan/atau darurat bencana alam maupun non 

alam. 

Berikut adalah tabel Program/Kegiatan penunjang Sasaran 3 

beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2021. 

Tabel 3.10 

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 
Meningkatnya Percepatan Penanganan Darurat dan Manajemen Logistik 

serta Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

1 Program Penanggulangan 
Bencana 

701.081.000,- 534.199.499,- 76,20 
 
 

A 
Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

701.081.000,- 534.199.499,- 76,20 

1 
Respon Cepat Penanganan 
Darurat Bencana 

250.000.000,- 175.443.127,- 70,15 

2 
Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 

451.081.000,- 358.756.372,- 79,53 

T O T A L 
701.081.000,- 534.199.499,- 76,20 

 

Berdasarkan data realisasi anggaran (76,20%) dan rata-rata capaian 

kinerja Sasaran (91,68%), dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai output 

kinerja program/kegiatan penunjang Sasaran 3, BPBD Provinsi Maluku 

telah melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.166.881.501,- atau 23,80% 

dari total anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku. 
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Sasaran strategis ini merupakan pejabaran dari Sasaran 

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana” guna mencapai Tujuan 

“Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Upaya Pengurangan Risiko 

Bencana” dan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah 

ke-3 “Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”. 

Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatnya Penanganan 

rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana” oleh Perangkat Daerah 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.11 

Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Bencana oleh Perangkat Daerah Tahun 2021 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 Tingkat Pemulihan Pasca Bencana 100,00% 100% 100 

Rata-Rata Capaian Kinerja 100 

 

Tabel 3.12 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4  

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

No Indikator Kinerja 
2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Tingkat Pemulihan 
Pasca Bencana 

72,72% 87,61% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, terlihat bahwa target 

kinerja untuk indikator “Tingkat Pemulihan Pasca Bencana” adalah 100%. 

Sedangkan realisasi kinerja adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa 

realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dengan demikian rata-rata 

capaian kinerja adalah mencapai 100% atau dapat dinyatakan “sangat 

memuaskan” 

 

Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana 

SASARAN 4 
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Keberhasilan pencapaian kinerja dari “Persentase tingkat pemulihan 

pascabencana” dikarenakan dukungan dari pelaksanaan 

program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksakanan untuk mencapai 

sasaran strategis “Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana”. 

Pencapaian Realisasi kinerja diatas diperoleh dari jumlah 

kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana di 3 

(tiga) kabupaten/kota yakni kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram 

Bagian Barat, dan Kota Tual dibagi jumlah kabupaten/kota terdampak 

bencana dikali seratus persen. 

Capaian kinerja diatas, didukung dengan output yang dihasilkan 

dari pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari       

1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, 

dengan sub kegiatan penunjang adalah Penanganan Pascabencana melalui 

pembentukan kelompok tani dan ternak di Kabupaten Maluku Tengah serta 

kelompok tani di Kabupaten Seram Bagian Barat. 2) Kegiatan Penataan 

Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan penunjang 

adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana di Kab/Kota melalui pendampingan kegiatan fisik rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual 

dengan sumber dana Hibah BNPB. 

Untuk pencapaian kinerja yang lebih efisien dan efektif ditahun-

tahun mendatang perlu didukung dengan : 

1) Penambahan alokasi anggaran mengingat setiap tahun terjadi kejadian 

bencana sehingga masyarakat terdampak perlu dibantu dalam rangka 

pemulihan sosial ekonomi pasca bencana; 

2) Dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak teknis terkait untuk 

meningkatkan koordinasi dan perhatian khususnya terkait dengan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

Berikut adalah tabel Program/Kegiatan penunjang Sasaran 4 

beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2021. 
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Tabel 3.13 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 

Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana oleh Perangkat Daerah 

No 
Program/Kegiatan/  

Sub Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

1 Program Penanggulangan 
Bencana 

904.200.000,- 837.172.832,- 92,59 
 
 

A 
Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana 

755.000.000,- 698.275.632,- 92,49 

1 Penanganan Pascabencana 755.000.000,- 698.275.632,- 92,49 

B 
Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

149.200.000,- 138.897.200,- 93,09 

1 

Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di 
Kab/Kota 

149.200.000,- 138.897.200,- 93,09 

T O T A L 904.200.000,- 837.172.832,- 92,59 

 

Berdasarkan data realisasi anggaran (92,59%) dan rata-rata capaian 

kinerja Sasaran (100%),  dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai output 

kinerja program/kegiatan penunjang Sasaran 4, BPBD Provinsi Maluku 

telah melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.67.027.168,- atau 7,41% 

dari total anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku. 

Efisiensi tersebut termasuk sisa anggaran hibah sebesar Rp.10.302.800 

yang telah disetor ke Kas Negara. 

 

 

 

 

Sasaran ini merupakan pejabaran dari Tujuan “Meningkatkan 

Kapasitas Pelayanan dan Kualitas Sumberdaya Dalam Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana” guna mendukung pencapaian misi 

pembangunan daerah ke-1 “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, 

Bersih dan Melayani”. 

Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatkan Kapasitas Aparatur, 

Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana” dapat dilihat pada tabel berikut: 

Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Sarana dan Prasarana 
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

SASARAN 5 
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Tabel 3.14 
Capaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Sarana dan 

Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  
Tahun 2021 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 Tingkat pemenuhan operasional 

kantor 
100% 100% 100 

2 Tingkat pemenuhan sarana dan 
prasarana aparatur 

100% 100% 100 

3 Persentase peningkatan disiplin 
aparatur 

100% 100% 100 

4 Persentase peningkatan kompetensi 

sumberdaya aparatur 

100% 91,79% 91,79 

Rata-Rata Capaian Kinerja 97,95 

 

Tabel 3.15 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5  

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

No Indikator Kinerja 
2020 2021 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 
1 Tingkat pemenuhan 

operasional kantor 

100% 100% 100% 100% 

2 Tingkat pemenuhan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

66,67% 75,76% 100% 100% 

3 Persentase 
peningkatan disiplin 
aparatur 

100% 100% 100% 100% 

4 Persentase 

peningkatan 
kompetensi 
sumberdaya aparatur 

0% 0% 91,79% 91,79% 

 

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, terlihat bahwa target 

kinerja untuk indikator “Tingkat pemenuhan operasional kantor” adalah 

100% dengan realisasi kinerja adalah 100%. Target kinerja untuk indikator 

“Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur” adalah 100% dengan 

realisasi kinerja adalah 100%. Target kinerja untuk indikator “Persentase 

peningkatan disiplin aparatur” adalah 100% dengan realisasi kinerja adalah 

100%. Sedangkan Target kinerja untuk indikator “Persentase peningkatan 

kompetensi sumberdaya aparatur” adalah 100% dengan realisasi kinerja 

adalah 91,79%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi kinerja 1 sampai 

dengan kinerja 3 sesuai dengan target, sedangkan realisasi kinerja 4 masih 
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dibawah target disebabkan alokasi anggaran hanya untuk pelaksanaan 

diklat dalam daerah, sedangkan pelaksanaannya di daerah sangat minim. 

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja mencapai 97,95% atau dapat 

dinyatakan “sangat memuaskan” 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Tingkat pemenuhan 

operasional kantor” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari 

kegiatan rutin kantor yang diperlukan guna mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi kantor melalui dukungan pemenuhan operasional kantor yang 

memadai. Capaian indikator kinerja ini ditunjang oleh Program  Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 11 (sebelas) Sub Kegiatan 

penunjang, yaitu 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan Bangunan 

Kantor; 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 4) Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan; 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu; 6) 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 7) Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat; 8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik; 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 10) Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,  Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan 11) Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,  Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan. 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Tingkat pemenuhan sarana 

dan prasarana aparatur” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran 

dari kegiatan rutin kantor yang diperlukan guna mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi kantor melalui dukungan sarana dan prasarana kantor 

yang memadai. Capaian indikator kinerja ini ditunjang oleh Program  

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 5 (lima) Sub 

Kegiatan penunjang, yaitu 1). Pengadaan Kendaraan Perorangan  Dinas 

atau Kendaran Dinas Jabatan; 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

3) Pengadaan Mebeleur; 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan 

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 
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Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase peningkatan disiplin 

aparatur” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan 

rutin kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi kantor terkait 

disiplin aparatur melalui pengadaan pakaian dinas dan sejenisnya bagi 

aparatur BPBD Provinsi Maluku. Capaian indikator kinerja ini ditunjang 

oleh Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 1 

(satu) Sub Kegiatan penunjang yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapan Lainnya. 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase peningkatan 

kompetensi sumberdaya aparatur” dikarenakan indikator ini merupakan 

penjabaran dari kegiatan rutin kantor yang sangat penting dalam 

mendukung peningkatan kompetensi aparatur. Capaian indikator kinerja 

ini ditunjang oleh Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan penunjang yaitui Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 

Untuk pencapaian kinerja yang lebih efisien dan efektif di tahun 

mendatang perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain : 

1) Pengalihan tempat kerja Satgas COVID-19 dari Lantai IV Kantor 

Gubernur Maluku ke Kantor BPBD Provinsi Maluku di Air Salobar, agar 

tugas-tugas pokok dan rutinitas kantor berjalan lebih optimal; 

2) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung kantor (Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor);  

Berikut adalah tabel Program/Kegiatan penunjang Sasaran 5 

beserta anggaran dan realisasi selama tahun 2021. 

Tabel 3.16 
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 

Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Sarana dan Prasarana dalam 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

7.638.826.168,-   6.598.886.990,-  86,39 

A 
Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

250.000.000,- 202.960.010,- 97,85 

1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

250.000.000,- 202.960.010,- 97,85 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

B 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Dareah 

3.892.276.168,- 3.302.283.350,- 84,84 

1 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

3.892.276.168,- 3.302.283.350,- 84,84 

C 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

43.500.000,- 37.840.000,- 86,99 

1 
Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan 

35.000.000,- 34.750.000,- 99,29 

2 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

8.500.000,- 3.090.200,- 36,35 

D 
Administrasi  Umum 
Perangkat Daerah 

490.000.000,- 383.736.100,- 78,31 

1 
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bahan Bangunan Kantor 

20.000.000,- 19.304.900,- 96,52 

2 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

153.000.000,- 148.920.800,- 97,33 

3 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

25.000.000,- 24.758.100,- 99,03 

4 
Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.000.000,- 41.763.000,- 99,44 

5 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

250.000.000,- 148.989.300,- 59,60 

E Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

744.000.000,- 678.557.400,- 91,20 

1 
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan  Dinas atau 
Kendaran Dinas Jabatan 

144.000.000,- 135.000.000,- 93,75 

2 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

300.000.000,- 296.672.000,- 98,89 

3 Pengadaan Mebeler 300.000.000,- 246.885.400,- 82,30 

F 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

769.050.000,- 712.520.767,- 92,65 

1 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

6.450.000,- 6.300.000,- 97,67 

2 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

152.016.000,- 113.420.767,- 74,61 

3 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

610.584.000,- 592.800.000,- 97,09 

G 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.450.000.000,- 1.280.989.363,- 88,34 

1 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan,  Pajak dan 

50.000.000,- 27.158.727,- 54,32 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

Perizinan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

2 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan,  Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

300.000.000,- 199.734.400,- 66,58 

3 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

100.000.000,- 93.943.000,- 93.94 

4 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

1.000.000.000,- 960.153.236,- 96,02 

T O T A L 7.638.826.168,-   6.598.886.990,-  86,39 

 

Berdasarkan data realisasi anggaran (86,39%) dan rata-rata capaian 

kinerja Sasaran (97,95%), dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai output 

kinerja program/kegiatan penunjang Sasaran 5, BPBD Provinsi Maluku 

telah melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.1.039.939.178,- atau 

13,61% dari total anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi 

Maluku. 

 

B. Capaian Keuangan 

Adapun analisis capaian keuangan BPBD Provinsi Maluku pada 

Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.17 
Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Maluku Tahun 2021 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja Daerah 12.192.546.168,- 10.462.264.811,11 85,81 

Belanja Operasi 4.082.071.168,- 3.450.903.305,- 85,46 

Belanja Pegawai 4.082.071.168,- 3.450.903.350,- 84,54 

Belanja Barang dan Jasa 7.365.175.000,- 6.331.454.061,11 85,96 

Belanja Hibah 0,- 0,- 0,- 

Belanja Modal 745.300.000,- 679.907.400,- 91,23 

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

745.300.000,- 679.907.400,- 91,23 

T O T A L 12.192.546.168,- 10.462.264.811,11 85,81 
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Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan penunjang 

keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja BPBD Provinsi Maluku pada 

Tahun 2021 : 

Tabel 3.18 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan 

Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja 

BPBD Provinsi Maluku Tahun 2021 

(Rp.) % (Rp.) %

1 2 3 4 5 7 8

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

     7.638.826.168 6.598.886.990    86,39   1.039.939.178     13,61

I Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

        250.000.000          202.960.010       81,18         47.039.990 18,82

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

            250.000.000 202.960.010             81,18        47.039.990            18,82

II Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

      3.892.276.168      3.302.283.350     84,84        589.992.818 15,16

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN            3.892.276.168 3.302.283.350         84,84      589.992.818           15,16

III Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

          43.500.000            37.840.000    86,99           5.660.000 13,01

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapan

              35.000.000 34.750.000              99,29     250.000                 0,71

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi*)

                8.500.000 3.090.000               36,35     5.410.000               63,65

IV Administrasi  Umum Perangkat 

Daerah

        490.000.000          383.736.100      78,31        106.263.900 21,69

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bahan Bangunan 

Kantor

              20.000.000                 19.304.900 96,52     695.100                  3,48

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor              153.000.000               148.920.800 97,33      4.079.200              2,67

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

              25.000.000                 24.758.100 99,03     241.900                  0,97

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu               42.000.000                 41.763.000 99,44      237.000                 0,56

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

            250.000.000               148.989.300 59,60     101.010.700             40,40

 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN
PAGU ANGGARAN

REALISASI SISA DANA
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(Rp.) % (Rp.) %

1 2 3 4 5 7 8

V Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

        744.000.000         678.557.400      91,20         65.442.600 8,80

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan  

Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan

             144.000.000 135.000.000            93,75      9.000.000             0,00

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

            300.000.000 296.672.000            98,89     3.328.000              1,11

3 Pengadaan Mebeler             300.000.000 246.885.400            82,30     53.114.600              17,70

VI Program Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

        769.050.000           712.520.767    92,65         56.529.233 7,35

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                 6.450.000 6.300.000               97,67      150.000                  2,33

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

              152.016.000 113.420.767               74,61       38.595.233            25,39

VII Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

      1.450.000.000       1.280.989.363    88,34         169.010.637 11,66

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan,  Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

              50.000.000 27.158.727                54,32      22.841.273              45,68

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan,  Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

            300.000.000 199.734.400             66,58     100.265.600           33,42

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

             100.000.000 93.943.000              93,94     6.057.000              6,06

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

          1.000.000.000 960.153.236             96,02     39.846.764            3,98

B PROGRAM PENANGGULANGAN 

BENCANA

     4.553.720.000        3.863.193.821 84,84    690.526.179       15,16

I Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana

        450.000.000         370.206.200     82,27         79.793.800 17,73

1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana 

Provinsi

             150.000.000 95.415.400               63,61      54.584.600            36,39

2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

            300.000.000 274.790.800            91,60      25.209.200            8,40

II Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap Bencana

     2.637.439.000      2.278.226.622    86,38        359.212.378 13,62

1 Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Bencana

            250.000.000 218.800.760             87,52      31.199.240              12,48

2 Pengelolaan Risiko Bencana            1.120.000.000 936.599.900           83,62     183.400.100            16,38

3 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bencana*)

              212.439.000 170.106.800              80,07     42.332.200            19,93

 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN
PAGU ANGGARAN

REALISASI SISA DANA
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(Rp.) % (Rp.) %

1 2 3 4 5 7 8

4 Penanganan Pascabencana             755.000.000 698.275.632            92,49      56.724.368            7,51

5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRC) Bencana

             150.000.000 125.641.820              83,76      24.358.180             16,24

6 Penyusunan Rencana Kontinjensi              150.000.000 128.801.710               85,87      21.198.290              14,13

III Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana

          701.081.000          534.199.499     76,20          166.881.501 23,80

1 Respon Cepat Penanganan Darurat 

Bencana

            250.000.000 175.443.127               70,18       74.556.873            29,82

2 Penyediaan Logistik Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana

              451.081.000 358.756.372            79,53      92.324.628             20,47

IV Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana

        765.200.000          680.561.500    88,94         84.638.500 11,06

1 Penguatan Kelembagaan 

Penanggulangan Bencana

            366.000.000 339.666.400            92,81       26.333.600            7,19

2 Kerjasama Antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Penanggulangan 

Bencana

             150.000.000 110.941.800               73,96      39.058.200            26,04

3 Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Sistem Informasi Kebencanaan

             100.000.000 91.056.100                91,06      8.943.900              8,94

4 Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana di Kab/Kota

             149.200.000 138.897.200             93,09     10.302.800             6,91

JUMLAH       12.192.546.168        10.462.080.811 85,81    1.730.465.357    14,19

 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN
PAGU ANGGARAN

REALISASI SISA DANA
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S 

BAB  IV 

PENUTUP 

 

ecara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah “Sangat 

Memuaskan”, namun terdapat beberapa permasalahan dan 

hambatan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

pencapaian kinerja sebagai berikut : 

1. Situasi tanggap darurat bencana non alam penyebaran virus corona 

desease 2019 (Covid-19), dimana BPBD Provinsi Maluku terlibat 

langsung dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku 

bersama perangkat daerah yang lain; 

2. Minimnya anggaran yang berakibat pada beberapa kegiatan 

penunjang pencapaian kinerja yang tidak berjalan optimal; 

3. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada terutama ASN yang 

tersebar pada masing-masing bidang dan seksi serta bagian 

sekretariat dan masing-masing subbagian; ; 

4. Kurang memadainya tempat kerja selama berada di Sekretariat 

Satgas Covid-19 (Rehab kantor BPBD Provinsi Maluku di Air Salobar 

Tahun 2020 dan berlanjut di Tahun 2021) sehingga pelaksanaan 

kegiatan berjalan kurang optimal; 

Berdasarkan berbagai masalah dan hambatan diatas, maka saran 

dan solusi pemecahannya adalah sebagai berikut: 

1. Perlu perhatian dan fokus pada tugas-tugas pokok dan rutinitas 

kantor karena pelaksanaan tugas pada Satgas COVID-19 hanya 

tugas tambahan dari seluruh ASN yang terlibat dalam Satgas 

COVID-19 Provinsi Maluku;  

2. Perlunya penambahan anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan 

penunjang pencapaian kinerja BPBD Provinsi Maluku; 

3. Perlunya penambahan ASN di lingkup BPBD Provinsi Maluku untuk 

ditempatkan pada JFU yang masih belum terisi; 
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4. Pengalihan tempat kerja di sekretariat Satgas Covid-19 lantai VI 

Kantor Gubernur Maluku ke Kantor BPBD Provinsi Maluku, 

meskipun rehabilitasi Kantor belum selesai secara keseluruhan. 

Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Provinsi Maluku Tahun 2021. Harapannya laporan ini dapat 

memberikan gambaran tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Provinsi Maluku dan juga untuk mengetahui 

permasalahan yang muncul sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Disamping itu laporan ini 

juga merupakan bahan masukan untuk dirangkum dengan laporan 

organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya guna penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021. 
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